
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pernbentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah 
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, . Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa I Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1655) 
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DENPhN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
' I If I ' } , .. 

. .'.I 

· , : BUPATI KUPANG , ,·' 
I I' 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 ten tang 
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam 
APBD dan Tertib Administrasi, Pengajuan, Penyaluran, dan 
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik; 

b. ba.nwil .' Peraturan Bupati Ku pang Nomor 41 Tahun 2012 
tentang Pedoman Dan Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan 
! ap~11ai Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Ke~an&'ttn Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan 
Peratunan Bupati Kupang Nomor 32 Tahun 2013 tentang 
Perubfhan Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 41 Tahun 
2C H2 i\ ten tang · Pedornan Dan Tata Cara I Penghitungan, 
Peng~11ggaran dalam · APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan 
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
KeufLri~s.n Partai Politik, sudah tidak sesuai dengan 
perl{l!tf~i~angan sehingga perlu diganti; t 

c. bahwa' berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dala,m1A ~uruf a dan huruf b perlu rnenetapkan P~raturan 
Bu.pat] Kupang tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi 
Pengajuan, Penyaluran, clan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 

Mengingat 

Menimbang 

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN, PENGAJUAN, 
PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN 

B~ijTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK 

TENT ANG 
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11~ .i BUPATI KUPANG 
\Fl,~VINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

r PERATURAN BUPATI KUPANG 
NOMOR 17 TAHUN 2015 
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PERATURf.\N BUPATI TENTANG PED.OMAN t TATA CARA 
PENGHfT:\t}ijGAN, PENGANGGARAN, '. PENGAJUAN, 
PENYAliU.FAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK. 
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Menetapkan: 

I I 

'. i .l ; , ·I ... 
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2. Lqd~g-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 
Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
No¢(H·\ 4801) sebagairnana telah diubah dengan Undang­ 
Und~ng Nomor 2 Tahun Tahun 2011 tentang Perubahan 
Atas ·, \~ndang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 
Pojitl~.r.(Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nom61:· 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5189); 

I 

3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kem~~~erian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahup~ 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 
Re~up~k Indonesia Nomor 4916); 

q, 
4. Undari~-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Penietir!ltahan D.aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun ·2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 
kali ~tlfah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015}~i1tang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara'Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembfan Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Ke'-'arlgan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Ind6'd}~a Tahun 2009 Nomor 18, Tamba11an Lembaran 
NegaraRepublik Indonesia Nomor .4972) sebagaimana telah 
diubah · dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 
tentang. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tah';,ltj ;2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 
195~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
53!:51);! . 

. I 'I; . .: 
6. Peratur~'.. Menteri Dalam · Negeri ~omor 77 Tahun 2014 

tenqrr~,i. Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 
dal~f \1APBD, Pengajuan; Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik ' ;1. 
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(1) Bupati memberikaxiLf_'_. antuan keuangan kepada Partai Politik tingkat 
Kabupaten Kupang y·~,'pg rnendapatkan kursi di DPRD. 

(2) Bantu:3-n ~euanga"°; 11;~p.ada Par:ai Politik sebagaimana dimaicsud pada ayat 
~1}, diberikan secara 1propors,onal yang penghitungannya berdasarkan 
jumlah perolehan su~~a. 

1 
" 

(3) Bantuan keuangan 's~bagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
diberikan setiap ta~Uf:1, 
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Dalam Peraturan Bupati.ini yang dimaksud dengan: . ; 

1. Partai Politik ad~fi·. organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh 
sekelompok warga p~gara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan 
ke~e.ndak dan cita.1.rita untuk memperjuangkan dan membela kepenti.ngan 
politik anggota, · ri1a,syarakat, bangsa dan negara, serta memelihara 
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun ~ 945. 

2. Bantuan keuan~ljll}.:tiadalah bant1;1an keuangan yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah ya~\g; diberikan secara proporsional kepada partai politik 
yang mendapatkan lkursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. Il>~ovinsi, dan "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota y~ng. penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan 
suara. .°I 

3. Pendidikan Politik ·iatj,alah proses pembelajaran dan pemahaman tentang 
hak, kewajiban, dar. 'tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. · · 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang. 

' . . 

5. Kabupaten adalah Kabupaten Kupang 
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kupang 

! ,I . 

7. Bupati adalah Bup;a.~~'~upang 
8. Dewan Perwakil~q· ~~.~at Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilar111;a!~at Daerah Kabupaten Kupang. 
9. Dewan Pimpinan Ca~ang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC 

atau sebutan lainnya' adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten 
Kupang yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah 
Cabang ata~ se?:1t~~ lainnya yang ditetapkan oleh Dfwan Pimpinan 
Daerah Partai Politi~. ;1 

1. 
'\ ;i BAB II 

PE)N~r1,ITUNGAN BANTUAN KEUANGAN 

· ·, " Pasal 2 

Pasal 1 \ ! . 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 



. 1J ·' 
(1) Besaran nilai bahtb~n persuara. yang mendapatkan kursi di DPRD 

sebagaimana dimakaud dalam Pasal 2 ayat ( 1) dan Pasal 3 berdasarkan 
pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD tahun anggaran 
sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD 
bagi Partai Politik yE~.q~1mendapatkan kursi periode sebelumnya. -" · 

(2) Penghitungan besa.r4dr nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud ayat 
(1) sebagai berikut: ; ... \\ 
a. untuk periode lpe:~ilu 2009-2014 bagi partai politik yang mendapatkan 

kursi di DPRD adalah jumlah barituan APBD Tahun Anggaran 2008 
dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di 
DPRD periode 2094; 

b. untuk periode p~~iilu 2014-2019 bagi partai politik yang mendapatkan 
kursi di DPRD ·a,cfa.lah jumlah bantuan APBD Tahun Anggaran 2013 
dibagi dengan j~mlllah perolehan suara yang mendapatkan kursi di 
DPRD periode 20@9·; 

c. untuk periode ¢!rrlllu berikutnya bagi partai politik yang mendapatkan 
kursi di DPR'O i )tdalah jumlah bantuan APBD Tahun Anggaran 
sebelumnya dil;>agi·'.µengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan 
kursi di DPRD periode sebelumnya. 

' 1· . · . I · f 1~ P~sal 6 ' 
I , , 1, I 

. I < I I~'. . I 
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(1) Jumlah bantuan 1':e~taipgan kepada Par~~i Politik dari APBlp dalam Tahun 
Anggaran berkenaarfl sama dengan riilai bantuan per suara hasil Pemilu 
DPRD sebagaimana'j~i_maksud pada Pasal 5 ayat (1) dikalikan dengan 
jumla~ perole~an su'r:~ hasil Pemilu ?PRD p~riode berkena~n. . 

(2) Penghitungan JUml~ ~antuan sebagaimana dimaksud pada ryat (1) sebagai 
berikut: : (1) . · 
a. untuk periode PeiJi!+ilU 2009-2014 adalah jumlah perolehan suara hasil 

pemilu 2009 dikalikan dengan riilai bantuan persuara sebagaimana 
dimaksud dalam I/>s.sal 5 ayat (2) huruf a; . 

b. untuk periode petrlilu 2014-2019 adalah jumlah perolehan suara hasil 
pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b; · 

c. untuk periode pernilu berikutnya adalah jumlah perolehan suara hasil 
. pemilu berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan persuara 
sebagaimana dipi,k,~ud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c; 
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Pasal 5 

Pasal4 
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!' ~l : 11 Pasal 3 ! . ,· . . ,j ' . 
Bantuan · keuan.g¥.fLseb_agaimana dimaksud dalam P~sal 2 ayat (1) 
bersumber dari APIJ:t 

I " i .L I : . [ •,:( 
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'. : 1; :l~i 
(1) Besarnya bantuE1.11i~ ;~euangan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal . 3 

penghitungannya] 1oft·pasarkalil pada jumlah perolehan +uara sah hasil 
Pemilu DPRD. ; I~.. ' 

(2) Jumlah p.erolehan -~r.ara has~l Pem{l':1 DPRD sebagaimana. d.imaksud pada 
ayat (1) didasarkan ·r,ada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD yang 
ditetapkan oleh K~nri;i~i Pernilihan Umurn Kabupaten Kupa11 • J ,,, 

, H :;.," 
! .• ,. 

I I i I• 
• I I :, 

• I\ 



de' 

' i' f1 i Pasal 8 
I• l . ·:.I 

(1) Pengurus partai ;;d:,Jh,c tingkat Kabupaten mengajukan surat permohonan 
bantuan keuangan partai politik kepada Bupati. 

(2) Surat perrnohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani 
oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya. 

(3) Surat permohonan <S~bagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop 
surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) 
rangkap kelengkapdn' administrasi berupa: , 
a. surat keputusan OPP Partai Politik yang menetapkan Susunan 

Kepenguru~an1 :p:Pc part.ai P?l~tik tingkat Kabupaten Kupang ata.u 
sebutan lami:iy~ ,1.yang dilegalisir oleh Ketua Umurn dan Sekretans 
Jenderal DPP ,::Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir 
berdasarkan ketentuan AD/ ART masing-masing Partai Politik; 

b. foto copy suraf ~~~erangan; Nomor Pokok Wajib Pajak; : 
c. surat keteratjtft_~,\ autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan 

suara partai p611i.l:tik hasil pemilihan umum DPRD K~bupaten Kupang 
yang dilegalisia : iKetua atau • Sekretaris Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten kupang: · 

d. nomor rekening \::ikas umµm. partai. politik yang di~u~tikan dengan 
pernyataan pd~9(µkaan rekenmg dari bank yang bersa.rp.gKutan; 

e. rencarta pengguitiaan dana bantuan keuangan partai politik dengan 
mencanturnkan ' beaaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang 
akan diterima untuk pendidikan politik; 

I ' 

f. laporan realisas\ ;1-)enerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang 
bersumber darilAPBD Kabupaten Kupang tahun anggaran sebelumnya 
yang telah diperiksa oleh BPK; dan 

g. surat pernyaE'a.an ketua partai politik yang menyatakan 
bertanggungj~}V, 9 secara formil dan materiil dalam penggunaan 
anggaran bantu,. };i keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai 
~eraturan peru11~;an.g-undangan ~pabila memberikan keterangan yang 
tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan 
lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik. 

(4) Surat permohonan 'sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya 
disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang 
dan Kepala Kanton, Kesatuan Bangsa clan Politik Kabupaten Kupang atau 
sebutan lainnya. . 1\' !: 
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: . i ;::, BAB III 
lr~NGANGGARAN DA.LAM APBD 

. ( ·_I __ :·1,i · : Pasal 7 . . · · 1 ·; I~ ,I 't ! , 

Bantuan keuangan se~~iaJmana dimaksud dalam Pasal 6 di4nggarkan setiap 
tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek :belanja bantuan 
keuangan kepada parta} politik. 

; , i ' I . \ IJ ,.f. . 

' ; I l;:°; BAB IV . 
I , 

'PE!"{GAJUAN BANTUAN KEUANGAN 
! i 
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Pasal 13. 

· . '. } r Pasal 12 

(1) Hasil verifikasi k~~~~t!~apan administrasi permohorian bantuan keuangan 
partai politik tingkaj] · labu paten dibuat dalam Berita Acara. 

(2) Format berita aca;J 1 asil ve~ifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam ' Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati in~,· · 

ff 
,, ! ' 

\ ( :1 
Tim verifikasi tiniat Kabupaten menyampaikan beri1ta acara hasil 
verifikasi partai , ,Ro1itik tingkat Kabupaten kepada Bupati dengan 
melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan 
keuangan partai po.1~:pk sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 

·j I' ! . ,~ l. BAB V 
VE11IFiI~SI KELENGKAPAN ADMINISTRASI 

. ;i ·;,' . 

· ) ;! . Pasal 11 
• 'I; \ ·t -!~\\,· 

/. ! il' 
(1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 8 

dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Adrninistrasi Pengajuan 
Permohonan Bantu~fr~,tKeuangan Partai Politik tingkat Kabupaten Kupang. 

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Kantor 
Kesatuan Bangsa 'ddri Politik Kabupaten Kupang atau sebutan lainnya. 

' . .. . 
(3) Keanggotaan Tim \forifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

dari unsur Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kupang, 
Bagian Hukum ;.~~kretariat Daerah Kabupaten Kiupang, Dinas 
Pendapatan,Pengdloi~an Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang, 
Inspektorat Kab~p~~ln Kupang, Komisi Pemilihan Umurn Kabupaten 
Kupang. · · l ' · · ' · 

(4) Pembentukan Tim I Verifikasi sebagairnana dimaksud ·pada ayat (1) 
ditetapkan dengan ili~p')l tusan Bu pati. . . 

(5) Biaya verifikasi kelerigkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibebankan p~da APBD. 

. 
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1lt it~· Pasal 10 . t\ 
. l: I. !~ . . Dalam hal partai po~1t\~.1 tidak rnengajukan permohonan bantuan keuangan 

sebagaimana dimaksu.d'q~lam Pasal 8 pada Tahun Anggaran berjalan, bantuan 
keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan. 

I . 
( 

: . ,t . : 
Format Surat Pernya~~~.r,:;-sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf 
g tercantum dalam Larnpiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. ' 

Pasal 9. I . . . 

. ' 
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Pasal 17 (I 
I .. I 

(1) Kegiatan pendidikla.F1 i;i.olitik bertujuan untuk: 
a. meningkatkarr ~e~adaran hak dan kewajiban masyarakat dalam 

kehidupan berrriasyarakat, berbangsa dan bernegara; . 
b. rneningkatkan )?artisipasi politik , dan inisiatif masyarakat dalam 

kehidupan beiith~~yarakat, berbangsa dan bernegara; dan 
c. meningkatkan ~~;mandirian, kedewasaan, dan mernbangun karakter 

· bangsa dalarn r~pgka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. 
(2) Pendidikan politik 1\~bagaimana cfimaksud pada ayat (1) berkaitan 

dengan kegiatan: j ; (n l 
a. pendalaman rrlen.genai Pancasila, UUD 1945, Bhineka '.Tunggal Ika dan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
b. pemah_aman mehgenai hak-hak ';cian kewajiban Warga Negara Indonesia 

dalam membangun etika dan budaya politik; dan 
c. pengkad~ran i ~~~gota partai politik secara 9erjenjang dan 

berkelanjutan.i ·N •:/ ... ,. 
; 'lij •'i 'r 'i·· . ' 

(1) Bantuan keuangan 'partai politik digunakan sebagai dana penunjang 
kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik. 

; .·, 
(2) Penggunaan untukjpendidikan politik sebagaimana dirnaksud pada ayat 

(1) paling sedikit 6d0i dari besaran bantuan yang diterima. 
(3) K~giatan. pendid1k~1i politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan se;su~ dengan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenairpendidikan politik. · 

Pasal 16 

BAl3 VII 
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN 

. J " . 
•. ; ;',' 
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Pasal 15 

Pejabat Pengelola J\eµangan Daerah Kabupaten Kuparig atas persetujuan 
Bupati menyalurkan} bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai 
Politik tingkat Kabupaten dengan melampirkan Berita Acara hasil verifikasi 
kelengkapan adm~ni~t}asi. 

,! . 

l i I~ 
. I ·t 1·1,\·, 
I. . I 

(1) Ketua ata~ sebu~~ lain ~artai p~litik tingkat Kabupaten Kupang 
menyampaikan 1~W.~ bukti penerimaan bantuan keuangan yang 
disalurkan sebaga.H·.d~a dimaksud dalam Pasal 14 kepada Bupati melalui 
Pejabat Pengelola' ~ir..i~angan Daerah Kabupaten Ku pang. '. · . , "l ,I, 

(2) Penyampaian tanda 'bukti sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), disertai 
dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan. 

(3) Format berita acai;-+ serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
tercantum dalam, 4~rppiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati :i~F,.~. I · 
' J '. ·., . 

,' . 
l ' 
' I 

i' J:\f; BAB Vl P~rib' ALURAN BAN1;UAN KEUANGAN 
·1, 1i. wt 
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1 .~ Pasal 14 · 
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Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan 
dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 
{satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada ·· Sadan Pemeriksa 
Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan. 

Pasal22 

l 

Partai Politik mernbuaj pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan 
pengeluaran atas daria!~~ntuan keuangan. 

I ,1 ,I 
'1' 1' 

! Pasa121 
11· 

(1) Partai Politik wajib {,:{embuat laporan perta:nggungjawaban penerimaan dan 
pengeluaran keuan~~n yang bersumber dari dana bantuanAl'Bf>. 

(2) Lap.oran pe~ta1;1g~~~:a~a~an sebagaimana dimaks~d pada ayat (1) terdiri 
dari Rekapitulaai \ Jf!~has1 Penenmaan dan Belanja bantuan keuangan . 
partai politik. · de1;.~lincian Realisasi Belanja Dana Ban. tuan Keuangan 
Parpol Perkegiatarr.ll .1, · · 

i; :H . \ 
(3) Format laporan peri~~nggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tercantum dalam 11,unpiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati i~[' . \ I 

111 ~, 
.i '. 

Pasal20 

Kegiatan operasional sekretariat partai pqlitik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 berkaitan dei;i!pa.9 : 
a. administrasi umurnj ;. 
b. berlangganan daya danjasa; 
c. pemeliharaan data dan arsip; dan 
d. pemeliharaan peralatan kantor. 

1· ,•, 

,, ;;i' 
.: ;1. • BAB VIII 

LAif>bRAN PE:RTANGGUNGJAWABAN 
PEJNGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN 

Pasal 19 

c. dialog interaktif; 
d. sarasehan; dan 
e. workshop. 

. I:· 
I I tlj.\: Pasal 18 
' i\ 11.:' 

Bentuk ~egiatan perld~ikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, 
antara lam berupa: 1• 1H.·.f1 • I I ,,m, 
a. · seminar; · \ i !~ j. 

I '; . 
b. lokakarya; 1f 

\'., 

(3) K~giatan pendid,ik:i;ii~ politik se~agaimana. dimaksud .pada ayat (1) 
dilaksanakan derigar; memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender 
untuk mernbangun.etika budaya politik sesuai dengan Pancasila. 

,: I 

' 

' , ' . ii·· I t' . ~ • 

... ·j> 
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" ii,\ ' ' i \I' BAB IX 
': ; 1.i KETENTUAN PERALIHAN 

· I I• l· . 
; l :, ~,,,. 
'. . !~ ':i Pasal 27 

'I ' (1) Bantuan keuangan j:<epada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD 
hasil Pemilu Tah1:4in 2009, diberikan · sampai dengan diresmikannya 
keanggotaan DPRD ttasi~ Pernilu Tahun 2014. 

(2) Bantuan keuanganlxepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD 
hasil Pemilu Tahun' . 2014, diberikan terhitung sejak. .diresrnikannya 
keanggotaan DPRJ? hasil Pemilu Tahun 2014. 

(3) Jumlah bantuan keuangan yang diterirna partai politik sebagaimana 
dimaksud pada ayat Jl) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang 
waktu sampai dengari 1berakhirnya masa · keanggotaan DPRD hasil Pemilu 
Tahun 2009 dalam.L (satu) tahun anggaran 2014. 

(4) Jumlah bantuan ' · ke~angan yang diterima partai politik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dihitung secara proporsional mulai sejak 
diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2014 sampai dengan 
sisa waktu tahun ar)g~aran 2014. 

Pasal 26 

Partai politik yang me~\ggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
21 dikenai sanksi ad~it?,istratif berupa penghentian bantuan keuangan dari 
APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterirna oleh Bupati. 

1 ~· ~ 

Laporan pertanggurigjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terbuka 
untuk diketahui masyarakat. 

Pasal 25 
I ·I ·1· . 

.1 . ' 

'T ft;:: 
' 11, '·, 

1 ,• ft. 

• : 1 :~ !~ Pasal 23 
'· II ·,· • I ~ 

Partai Po~itik wajib rp~~ampaikan laporan per~anggungjawaban penerimaan 
dan pengeluaran keuar1gan yang bersumber dari dana APBD secara berkala 1 
(satu) tahun sekali kdpa.da Bupati selelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan ~ebagaimar~ ~h:naksud dalam P~sal 22. 

' • J'" ,, 11 ~ 
I I 

· ·i-'';· Pasal 24 
: 'j 

I 

(1) Laporan pertanggurrgjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
disampaikan oleh :l&tua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten 
kepada Bupati. · , ; 

(2) Laporan pertanggurigjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan :i 

, i 
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, Pasal 31 
I' ·, . 

Pada saat Peraturan stp~ti ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kupang 
Nomor 41 Tahun qo t~ ten tang Pedom~n Dan.· Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban, ,Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kupang Nomor 32 Tahun 
2013 tentang Perubaha\r(Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 41 Tahun 2012 
tentang Pedoman Dan ~a.ta. Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, 
Pengajuan, PenyalU!l"ap~i dan Laporan : Pertanggungjawaban Penggunaan 
Bantuan Keuangan Pftr~~t Politik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

• 
1i1 BABX d ·. 

i.1 l\ KETENTUAN P8NUTUP 

(1) Dalam hal Partai poiitik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Kupang 
hasil Pemilu 2014 tetapi tidak mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu 2009 
atau Partai Politik yang baru memperoleh kursi di DPRD hasil Pemilu 2014 di 
Tahun Anggaran 2014 mengajukan surat permohonan bantuan keuangan 
partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. 

' \ 
(2) Surat permohonan 9~tuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) harus rh~1engkapi persyaratan administrasi. 
(3) Kelengkapan ad:ci:1iriJis:trasi sebagaimana dimaksud pada :ayat (2) kecuali 

laporan realisasi 
I 
pl-rterimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang 

bersumber dari APB:f' Tahun Anggaran sebelumnya. 
;·1 

Pasal 30 

I 
\. 

I J 
Penghitungan, penga~1.&garan dalam APBD, pengajuan, penyaluran, 
penggunaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai 
politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik dan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini. 

Pasa129 

(1) Penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat 
kursi di DPRD bagi daerah otonom baru, dihitung berdasarkan jumlah 
perolehan suara sa;\1 .dikalikan dengan nilai setiap suara di Daerah otonom 
baru. · · ·. ·,1 . 

(2) Nilai setiap suara; d~ ~aerah otonom baru sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) besarnya dihitung sama dengan nilai bantuan setiap suara Daerah 
Kabupaten Kupang.' : 

·. ; .] 
I· i\\ 

Pasal28 

'.t· .. : .. i • I 
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2015 NOMOR 258 

AUT ·t ;:. 
~um~i-oAERAH i4auPATEN KUPANG TAHUN 

t 
: { 

l 

l I l· 'I ;, 

~~-~kan di Oelamasi 
gal 15Juni2015 

NGr- 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan peljl~Mf atannya dalam Berita Dae rah Ka bu paten Ku pang. 

:J ' 

Pasal 32 
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Meterai 6.000 I ·· ·,; 
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( .•......•..................... .i,) . J . 4'. 

.. i 

' Dengan ini menyatakan, bahwa : 
' . 

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan 
anggaran bantuan ke~angan partai politik. 

2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila 
memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan 
admini.strasi bantuar}, dana partai politik Tahun Anggaran .... : yang kami 
sampaikan. : !! 

1 
· ( 

1,1 
3. Kami bersedia diaud~f\oleh Sadan Pemeriksa Keuangan 

De~kian surat pern~ai~~n ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana 
mestmya. , I\ I '. 

' ,- .•I ' 

, : 1:1 ·f ········r;ifr,)iJPD/6~c···· .... 
i . ~·· PARTAI ... 
:\ ',! . v: . 

KETUA UMUM/KETUA)•i' '· SEK1RETARIS JENDERAL/SEKRETARIS 

·. j 

Yang bertanda tangan di bawah ini, 
1. Nama ·· 

Jabatan : Ketua Umurrr/Ketua 
Alamat 

2. Nama 
Jabatan : Sekretaris Jenderal/Sekretaris 
Alamat 

SURAT PERNYATAAN 
'. • 'r,.:. 

' . I . 
A. FORMAT SURAT P~~~tATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK 

:i ·.' 
' •I 

I 

LAMPIRAN II : PERATU~N SUPATI KUPANG 
NOMOR : 17 TAHl/r 2015 
TANGGAL : 15JUNiP2015 . . It I 

.. ill~ ; . I ' I . 

F~RMAT SURAT PER~\t:TAAN, SERITA ACARA VERIFIKASI, BERITA ACARA 
SERAH TERIMA, DkN LAPORAN P:SRTANGGUNGJAWASAN SANTUAN ~ . . . :1 KEUANGAN PARTAI POLITIK 

' . . 
. i 
· •J' I· 

't. :· 
,i . I : ·I , . ,, 

• 



I I 

I .. 

111', 

4 · • .. , . 

~ '. 
TIM VERlFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN 

, ': . KEPADA PARTAI POLITIK 
1 J •• t· : •••..•.••.•..•. Ketua ( ) 
2 I I. I:,, . · · · · · · · · · · ; .. ·.;.11:·.............. Sekretaris ( ) 
3 : : Anggota ( ) 

Anggota ( ) 
Anggota ( ) 
Anggota ( ) 
Anggota ( \ ) 

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan 
Keuangan kepada ,Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai . 
telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang yang didasarkan pada hasil perolehan 
suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten 
Kupang pada Pernilihan Umum Tahun sebanyak 'suara sah 
X .Rp =Rp · .. 

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Adrninistrasi 
Bantuan Keuangan kepada Partai ..... ini, dibuat untuk dapat djpergunakan 
sebagaimana mestinya. '. · 

5 "·; 'I t· ••••••••••••.••••••••.••..•• '. ·:1·1··: \!,., •. 

6 •'I 

•• It I I I •• t I I I It I I If I I I I I I If I I I .:f ! 1 ~II I I I I I I I I I I I I 

7 ; '111 .: ................................................. 
. , !' I 

1l ii. 
. I~' ' 

,t. ' . 
I~ 

B. BERITA ACARA VERIFIKASI 

1 1 'j3ERITA ACARA VERIFIKASI 
KELENGKAPAN ADMlNISTRASI BANTU AN KEUANGAN KEPADA PARTAI . 

Pada hari ini tanggal bulan Tahun , Tim 
Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 
yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kupang Nomor .. 
Tahun .... tanggal ..... :. , telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi 
bantuan keuangan Partai Politik tahun ... yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC 

.. . 
• 
I ,. 



i c ;I I 

f : 
', I 

i 

l .\ 1 I', 

, i!'1: 

.r 

I 
I 

( j · '· ) ......................... ·.· .. · . 
! 

. I'· ... , . 
BENDAHARA 

, 
( ) 

PIHAK PERTAMA 
.BUPATI ... 

PIHAK KEDlJA 
DPD/DPW PARTAI ... 

KETUA ,:1 

t 1n j 
( •.••.•.•.....•••••......•. ! ... ;,, • ) 

. ' 
\ 

. . . BERITA ACARA 
SERAH TElRI~vlA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK 

1 !i 1) . l ·; 1 .\ NOMOR : . 
. . .! 

! 

Pada Hari ini . . . Tanggal . . . Bulan . . . Tahun . . . yang bertanda tangan 
dibawah ini : 
1. Bupati/Walikota .atau pejabat yang "ditunjuk atas nama Pemerintah 

Kabupaten / Kota selanjutnya disebut Pihak Pertama. 
2. Ketua dan Bendahara DPD /DPC Partai ... Kabupaten ... atau sebutan 

lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua. 
Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan 

Keuangan Partai Politik Tahun ... kepada DPD/DPC Partai ... Kabupaten ... 
sejumlah Rp .... ( ... ) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut 
dari Kuasa Bendahara Umum Daerah .. # melalui Rekening Bank; DPD/DPC 
Partai ... Kabupaten ..... 

Berita Acara Sera)'l Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat 
Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 
dari BUD melalui rekening kas umum diterima oleh DPD /DPC Partai Politik 
yang bersangkutan. · · · 

C. BERITA ACARA SERAH TERIMA DPD /DPC PARTAI TING KAT 
KABUPATEN/KOTA, 

·, 
it l \ 

'l• ' 



BENDAHARA UMUM / BENDAHARA, 

( , ) 

, I ·~ . 
Mengetahui :. .! ,;:-: 

KETUA UMUM ( KETUA, 

{ : 1 .. 1;,.Jo 
' I ~ . ·r' .;.:~ 

NO JENIS PENGELUARAN JENIS VOLUME REALI SA SI KETERANGAN 
\: . KEG IATAN KEG IATAN (Rp) 

" :\ ill{ 1 2 I 3 4 5 6 
A PENDIDIKAN POLITIK .. ; . 

a. Seminar; 
b. Lokakarya; .t' I 

c. Dialog interaktif; ·' 
't 

d. Sarasehan; dan 
e. Workshop. ' I 

B OPERASIONAL ; ~ 
SEKRETARlAT J 

1. Administrasi Umum 
a. Keperluan ATK 
b. Rapat Internal· · 

Sekretariat 
c. Transport dalam 

rangka mendukung 
kegiatan operasional 
Sekretariat , , '; 

2. Langganan Daya, d~'.: 
Jasa ' .u·~ 
a. Telepon dan tist~ 
b. Air Minum I ·, i 

c. Jasa Pas dan OfrO 
d. Surat menvurat 

3. Pemeliharaan D~ta dan 
Arsip ·., . 

4. Pemeliharaan Pefa:r,~an 
Kantor 1 ,;, ,· 

c ' iiSA LD O Rp ................ 

~APO RAN PERTANGGUNGJA WABAN 
BANTDPLN1.KEUANGAN PARTAI POLITIK. . 

. .. 1'AHUN ANGGARAN . 
. ~ I '· 

L rt . I ·hf:i:n . d 1 b t k apo~an I?~ anggungiawf:1+.·. penenmaan an penge 1:1ar9:n an uan eua11:gan 
partai pohtik sebesar Rp, 1, ·'.~ •••••••••••••••••• , yang telah diperiksa Badan Pemenksa 
Keuangan pada tanggal.i.buian ... tahun ... sebagai berikut: 

't !1' 

I I le 

I ~ I : I '. 
·r :'.· 

D.LAPORAN PERTANGQrUiNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI 
POLITIK I ;': . 


